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PERATURAN DESA BENER
NOMOR : 5§ TAHUN 2024

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA BENER
KECAMATAN MAJENANG
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2024




Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA BENER
KECAMATAN MAJENANG
KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DESA BENER
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA BENER

KECAMATAN MAJENANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

1.

KEPALA DESA BENER

bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di Desa Bener,
maka perlu menetapkan Sumber Pendapatan Asli Desa
Bener Tahun Anggaran 2025

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) maka perlu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - dderah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
226);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kapubaten
Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017
Nomor 85);

9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA BENER

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUMBER PENDAPATAN ASLI
DESA BENER TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
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Bupati adalah Bupati Cilacap.

Camat adalah Camat Majenang Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
Desa adalah Desa Bener, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bener yaitu Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Pemerintahan Desa adalah, Pemerintahan Desa Bener yaitu
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
BPD Desa Bener, yaitu lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Bener.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Pendapatan Asli Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun an
bersangkutan.

Belanja Desa adalah semua kewajiban desa yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang
bersangkutan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan
asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kek:

ayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

ggaran yang



BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA DAN PENGELOLAANNYA

Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan

Pasal 2
1. Sumber pendapatan Asli desa terdiri atas :
a. Hasil Usaha Desa;
b. Hasil Aset Desa

c. Swadaya, Partisipasi, Dan Gotong Royong;

2. Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas :
a. Bagi Hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

3.

Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas: ‘

a. Pengelolaan tanah kas Desa.

4. Hasil Swadaya, Partisipasi, Dan Gotong Royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Tenaga atau material lainnya yang dinilai dengan Uang;
b. Iuran Masyarakat.

Pasal 3

Nilai Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri dari :

1. Bagi Hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Rp. 4.750.000
2. Pengelolaan tanah kas Desa Rp.

2.500.000
3. Swadaya Tenaga (Non Kas)
a. Pemeliharaan Jalan Kutangsa Rp. 5.000.000
b. Pemeliharaan Jalan Cilomajang Rp. 5.000.000
c. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa Rp. 133.000.000
d. Penyelenggaraan BBGRM Rp. 7.980.000
Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 4

Semua Pendapatan Asli desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan
wajib dicatat dalam APBDesa.

Pasal 5
Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak
dapat diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.



Pasal 6
Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun
retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak
dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7
Pungutan, iuran, retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh

Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8
Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan asli desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 9
Kepala desa agar mengatur pengurusan sumber pendapatan asli desa dan
pelaksanaan administrasi keuangannya untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa dengan baik sesuai dengan
pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bener
pada tanggal 30 Desember 2024

Diundangkan di Bener
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA BENER

AHIDIN PRASETIO

LEMBARAN DESA BENER TAHUN 2024 NOMOR 5







